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Pada hari Ini Jumat, tanggal dua puluh empat bulan April tahun dua ribu dua puluh
enam {24-04-2026), bertempat di Kota Makassar, kaml yang beriandatangan di bawah

ini:

1. Andi Basmal, 5.50s., 5.H.,
h.H.

: Kepala Kantor Wilayah Kementarian Hukum

Sulawesi Selatan, yang diangkat
berdasarkan Sural Keputusan Menten
Hukum MNomor M.HH-85KP.03.03 Tahun
2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sulawesi Selatan, yang berkedudukan di
Makassar, Jalan Sultan Alauddin Nomor 1891
A Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota
Makassar, selanjulnya disebut PIHAK
KESATU,
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Dr. Muh lkramullzh Akmal, : Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Maritim

S5.508, M.5i Balik Diwa, yang diangkat berdasarkan
Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan
Balik Diwa Makassar MNomer: 236/YP-
BDM/A/X/2024 tanggal 15 Oklober 2024
tentang Pengangkatan sebagai Rektor
Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik
Diwa Masa Jabatan 2024 - 2029, dalam hal
ini bertindak untuk dan atas nama Institul
Teknologi dan Bisnis Maritim Balik Diwa,
yang berkedudukan di J. Perintis
Kemerdekaan VIl MNo. & Kecamatan
Tamalanrea, Kota Makassar selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukan
dan jabatan lersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagal berlkut:

PIHAK KESATU merupakan Unil Eselon |l pada Kementerian Hukum Republik
Indonesia yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsl Kementertan Hukum
dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menleri Hukum dan ketentuan
peraturan parundang-undangan; dan

PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Pendidikan Tinggl yang bergerak dalam
bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam berbagai
disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1.

Undang-Undang Nemaor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Momor 242, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4044 );

Undang-Undang Momeor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industrl (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2000 MNomor 243, Tambahan Lembaran

Megara Republik Indonesia Nomor 4045);
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Undang-Undang Momor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemaor 4046);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 MNamor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4916), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Memor 228, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Momar 6994);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggl {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Meomor 158, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Momor 5338);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonasia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5599);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tertang Paten (Lembaran Magara
Republik Indonesia Tahun 2016 Momor 176, Tambahan Lembarar MNegara Nomor
5922) sabagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Momor 65 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 13
Tahun 2016 tentang paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7002);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan
Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 5853), sebagaimans telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nemor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Momor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 6841);

10. Peraturan  Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggl dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5500);

11. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum
(Lembaran Negara Republik Indonesla Tahun 2024 Nomor 351);

12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologl Nomor 53
Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 638): dan

13. Paraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 MNomor
B32),

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian
Herja Sama tentang Penguatan Tridharma Perguruan Tinggi Serta Pelindungan dan
Pemanfaatan Kekayaan Intelaktual, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama,
yang merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum
dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tentang Dukungan
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Hukum, Pendidikan Tinggl, llmu
Pengetahuan, dan Teknologl Nomor: M.HH5.HH.04.05 Tahun 2025 Nomor;
14/VINK/IPTST/2025 yang ditandatangani pada tanggal 14 Mei 2025 dengan
ketentuan sebagal barikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Peranjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagal landasan PARA PIHAK dalam
melaksanakan penguatan tridharma perguruan tinggi serta pelindungan dan
pemanfastan kekaysan intelektual sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung program PARA PIHAK

dalam meningkatkan pemahaman dan membangun kesadaran akan pentingnya
pelindungan kekayaan intelekiual sehingga karya yang dihasilkan dari kegiatan
pendidikan, penelitian/inovasl dan/atau pelatihan dari hasll pengabdian
masyarakal yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dapat dilindungl dalam
slstem kekayaan intelekiual dan dapat dimanfastkan bagl kepentingan PARA
PIHAK.

Pasal ?
FLaMG LINGHELRP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup:

A
b,

C.

1)

pelindungan dan pemanfaatan kekayaan inteleklual;

penyebariuasan informasl, sosialisasl, dan/atau diseminasl;

penyelengoaraan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengkajian, pengabdian
masyarakal dan inovasi sosial;

paengambangan sumber daya manusia di bidang kekayaan Intalektual;
pertukaran data danfatau informasi di bidang kekayaan intelekiual sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

penguatan kelembagaan dan optimalisasi layanan Sentra Kekayaan Intelekiual
{Sentra Kl|) sebagal unil pengelola kekayaan intelekiual di lingkungan PIHAK
KEDUA;

Penempatan mahasiswa magang pada Pos Bantuan Hukum (Poshankum),dan
kegiatan-kegiatan lain vang di sepakati PARA PIHAK,

Pasal 3
PELAKSAMNAAN
Dalam rangka menindaklanjuti ruang ingkup Perjanjian Kerja Sama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK menyusun dokumen rencana kerja yang
memuat rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, serta hak dan
kewsajiban,
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(2) PARA PIHAK masing-masing menunjuk seorang wakil sebagal penanggung

jawab pelaksanaan rincian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama yang disusun
dalam dokumen rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU memiliki hak:

.

mendapatkan materi, narasumber, dan parisipas| civitas akademika dari
FIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, dan/atau edukasi
pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelekiual di bidang pendidikan
tinggi, limu pengetahuan dan teknologi:

mendapatkan masukan dari PIHAK KEDUA dalam melakukan penyusunan,
pangembangan dan pelaksansan program pelindungan dan pemanfaatan
kekavaan intelekiual; dan

melakukan koordinasi dan evaluasl secara berkala terhadap efektivitas tata
kelola serta capaian kinerja Sentra Kekayaan Intelektual (Sentra KI) di
lingkungan PIHAK KEDUA.

memperaleh dukungan pelaksanaan Kegiatan penempatan mahasiswa
magang darl PIHAK KEDUA pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

{2) PIHAK KEDUA memiliki hak:

mendapatkan materi dan narasumber darl PIHAK KESATU dalam
pelaksansan Kkegiatan Tridharma Perguruan Tinggl melalui sosiallsasl,
diseminasi, danfatau edukasi pelindungan dan pemanfaatan kekayaan
intedektual;

mendapatkan konsultasi dan bimbingan teknis dari PIHAK KESATU dalam
melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelekiual; dan
mendapatkan bantuan teknis, asistensi pendaftaran Kl, serta bimbingan
kapasitas (Training of Trainers) bagi personil pengelola Senira Kekayaan
Intalektual (Sentra K} dari PIHAK KESATU.

menampatkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang pada Pos
Bantuan Hukum (Posbankum) di lingkungan PIHAK KESATLL.
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(3) PIHAK KESATU meamiliki kewajiban:

menyediakan materi dan narasumber kepada PIHAK KEDUA dalam
pelaksanaan kaglatan Tridharma Perguuan Tinggl melalul sosialisasi,
digeminasi, dan/atau edukas! pelindungan dan pemanfaatan kekayaan
intelekbual;

mamberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA dalam
melakukan penelitian dan pengembangan program kekayaan intelekiual; dan
memberikan pandampingan administratif dan teknis dalam penguatan Sentra
Kekayaan Intelektual (Sentra K} serta memfasilitasi konsultasi pengelolaan
K| secara barkaelanjutan.

menyediakan tempat, pambimbing, dan dukungan pelaksanaan kegiatan bagi
mahasiswa magang pada Pos Bantuan Hukum (Posbankum).

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban:

menyadiakan materi, narasumber, dan partisipasi civitas akademika dari
PIHAK KEDUA dalam kegiatan sosialisasi, diseminasi, danfatau edukasi
palindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang pendidikan
tinggl, lImu pengetahuan dan teknologi yang diselenggarakan oleh PIHAK
KESATL

meamberikan masukan kepada PIHAK KESATU dalam melakukan
penyusunan, pengembangan dan pelaksanaan program pealindungan dan
pemanfaatan kekayaan intelektual; dan

menyediakan sumber daya manusia pengelola, sarana prasarana
perkantoran, dan dukungan angparan operasional secara mandirl guna
manjamin keberlanjutan fungsi layanan kekayaan intelaktual.

menyiapkan, menyeleksi, dan mengirimkan mahasiswa yang mamenuhi
persyaratan untuk melaksanakan kegiatan magang pada Fos Bantuan
Hukum (Posbankum), serta melakukan pambinaan dan pangawasan
terhadap pelaksanaan kegiatan magang.
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Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama Ini beraku untuk jangka wakiu 5 (lima) tahun terhitung
sejak ditandatangani,

(2) Perjanjian Kerja Sama Ini dapal diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA
PIHAK,

(3) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama Ini, PIHAK
tersebut harus membentahukan secara tertuliz kepada PIHAK lainnya dalam
waktu paling lambat 3 (liga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir
atau diakhiri.

(4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PENDANAAN
Segala pendanaan yang timbul dari Perjanjian Kerja Sama Ini dibebankan kepada
masing-masing PIHAK secara proporsional atau sesuai kesepakatan bersama
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALLASI

(1) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi atas Perjanjian Kerja Sama Inl dilakukan
baik secara sendir-sendiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau atas kesspakatan PARA PIHAK,

(2) Pemanlauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1), dituangkan
dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai bahan
partimbangan kebaranjutan palaksanaan Perjanjlan Karja Sama ini,
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Paszal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dl kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam
pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan meanyalesalkan
secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
KERAHASIAAN
FARA PIHAK sepakal menjaga setiap data, informasi, dan/atau keterangan yang
terkait dengan keuangan, pamasaran bisnis dan/atau pelayanan yang diketahui atau
timbul berdasarkan Perjanjlan Kerja Sama ini sebagai rahasia dan tidak akan
memberitahukan kepada PIHAK ketiga manapun dengan alasan apapun selama dan
sasudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama inl kecuali hal-hal yang sudah merupakan
milik umum {pubfic domain) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan peraturan
parundang-undangan,
Pasal 10
FERUBAHAN

(1} Perubahan danfatau segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini akan
diatur kemudian sebagal adendum yang disepakatl oleh PARA PIHAK dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini,

(2) Apablla salah satu PIHAK akan melakukan perubahan terhadap isi Parjanjian
Keria Sama inl maka PIHAK yang akan melakukan perubahan tersebut harus
memberitahukan kepada PIHAK lainnya pafing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja
sebelum perubahan tersebul akan dilaksanakan, dan PIHAK lainnya wajib
mamberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Pasal 11
KORESPONDENSI
{1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dilakukan secara
tertulis melalul korespondensi dalam bentuk sural danfatau surat elekironik

dangan alamat sebagal berikut:
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i)

(3}

(1}

(2)

(3)

8. PIHAK KESATU

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI SELATAN

Up. Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Alamat ¢ Jalan Sultan Alauddin Momor 191 A Gunung Sar, Kecamatan

Rappocini, Kota Makassar

E-mail : kakayaanintelektual sulsel@gmail.com
b. PIHAK KEDUA

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS MARITIM BALIK DIWA

Up. Kepala LPPM

Alamat : JI. Perintis Kemerdekaan VIl No.B Kota Makassar

E-maif : rekiorati@ithm, ac.id
Apabila terdapal perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PIHAK yang melakukan perubahan data korespondensi tersebut berkewajiban
untuk memberitahukan secara lerulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7
(tujuh} hari karja sebalum terjadinya perubahan.
Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
tanpa adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini,

Pasal 12
KEADAAN KAHAR
Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, dapat
diperimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas
pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disepakati oleh PARA PIHAK.
Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa;
8. bencena alam dan nonalam;
b. keadaan kKeamanan yang ldak mengizinkan seperti huru-hara, kerusuhan,
demonsitrasi; dan/atau
¢, kebijakan Pemerintah dibidang ekonomi, politik dan hukum,
Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib
membearitahukan secara tertulis tentang lerjadinya keadaan kahar kepada PIHAK
lainnya paling lambat 7 (wjuh) had kKerja, lerhitung sejak tanggal terjadinva
keadaan kahar.
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Pasal 13

PENUTUP
Ferjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik dalam rangkap 2 (dua) asli,
bermetarai cukup, terfulis sama, ditandatangani, dan diterakan cap resmi PARA
PIHAK serta masing-masing mempunyal kekuatan hukum yang sama.
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